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BAB1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan
gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang memberikan kewajiban bagi
pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada Komisi Pemberantasan
Korupsi setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan
dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap
tersebut tidak dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terdapat risiko
pelanggaran hukum.

Gratifikasi pada awalnya bersifat netral yang artinya tidak selalu menunjukkan
keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam konteks penyelenggaraan
negara dan pelayanan publik, gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan yang
berujung pada tindakan koruptif apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Di beberapa negara, pemberian gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara
negara tidak diperbolehkan karena dapat merusak sistem pemerintahan, integritas
pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi
kerugian keuangan negara yang terjadi akibat dari pembuatan kebijakan ataupun
keputusan yang dipengaruhi oleh pihak lain, baik itu individu, organisasi, atau kelompok
tertentu. Bahkan pada sektor swasta, gratifikasi dilarang dan diberikan sanksi tegas bagi
pelanggarnya.

Selain itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, diperlukan penyesuaian terhadap
pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan agar selaras dengan ketentuan terbaru mengenai pelaporan gratifikasi.
Penyesuaian tersebut penting untuk memberikan kepastian, keseragaman pemahaman,

serta efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi bagi seluruh pegawai dan pejabat di
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lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga pelaksanaan tugas dan
fungsi dapat tetap berjalan sesuai prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman Menteri ini antara lain:

a. Maksud
Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai atau penyelenggara negara di Lingkungan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pengendalian
gratifikasi.

b. Tujuan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi
dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai unit yang berfungsi
mengawasi dan mengendalikan praktik gratifikasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi

dan Pemasyarakatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman Menteri ini meliputi:

a. Kewajiban pegawai atau penyelenggara negara dan kategori gratifikasi;
b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
c. Pelaporan gratifikasi;
d. Penanganan laporan, penetapan status, dan penyerahan objek gratifikasi;
e. Kompensasi;
f. Pelaksanaan rencana kerja pengendalian gratifikasi;
g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
h. Pelaporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
i. Hak, Perlindungan, dan Sanksi.
4. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

a. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik.

b. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan
penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan
yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
untuk membentuk lingkungan Pengendalian Gratifikasi.

c. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang
dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi untuk melakukan fungsi

Pengendalian Gratifikasi.
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Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk
oleh Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan
fungsi Pengendalian Gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi Satuan Kerja adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk
oleh Kepala Satuan Kerja untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi.

Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang
merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian/lembaga yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya
disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja pada
satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang
digaji/dibayar/diupah dengan keuangan negara.

Penerima Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang bekerja di
Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menerima Gratifikasi.
Pelapor adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang bekerja di Lingkungan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyampaikan laporan atas
penerimaan dan penolakan Gratifikasi.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian
adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Imigrasi dan
Pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

imigrasi dan pemasyarakatan.

. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang.

Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan
pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan
wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau
tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal
jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai, untuk semua Pegawai dan memenuhi prinsip
kewajaran atau kepatutan.

Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang berhubungan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
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BAB II
KEWAJIBAN PEGAWAI ATAU PENYELENGGARA NEGARA DAN KATEGORI GRATIFIKASI

1. Kewajiban Pegawai atau Penyelenggara Negara

a. Menteri, Wakil Menteri, Pimpinan Unit Eselon I, dan Pimpinan Satuan Kerja di
Lingkungan Kementerian wajib memberikan teladan dan mendorong pembangunan dan
penerapan Pengendalian Gratifikasi secara berkesinambungan.

b. Pegawai atau Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk:

1) menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugas yang bersangkutan dan dapat melaporkannya; dan

2) melaporkan penerimaan Gratifikasi melalui UPG atau secara langsung kepada KPK.

. Kategori Gratifikasi

a. Gratifikasi kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara dikategorikan menjadi:

1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan

2) Gratifikasi yang dikecualikan.

b. Setiap Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi
yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

c. Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dikecualikan
terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:

1) pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri,
anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi,
kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak terdapat Konflik
Kepentingan;

2) keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham
pribadi yang Berlaku Umum;

3) manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis
berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;

4) perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan
Kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis,
yang Berlaku Umum;

5) hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan
sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi,
sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan Berlaku Umum;

6) hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi
yang diikuti dengan biaya sendiri, dan tidak terkait dengan Kedinasan;

7) penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

8) hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang
Berlaku Umum, dan tidak terkait Kedinasan;

9) kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait

dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan
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tidak melanggar peraturan/kode etik dan kode perilaku Pegawai/pejabat yang
bersangkutan;

10) kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium,
transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar
biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat
pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan tidak melanggar
ketentuan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi;

11) karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan,
pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau
upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

12) pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis,
khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak
sebesar RP.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;

13) pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima
Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan memenuhi kewajaran
atau kepatutan;

14) pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar
lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi
yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan,;

15) pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan

16) pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan
Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang

tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
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BAB III
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Pembentukan dan Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi:

a.

a.

b.

a.

Dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian, dibentuk
UPG yang terdiri atas:

1) UPG Kementerian; dan

2) UPG Satuan Kerja.

. UPG Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab

kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.

. UPG Satuan Kerja dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian terdiri

atas:

1) UPG Unit Utama yang berkedudukan pada Kantor Pusat unit organisasi Eselon I;
2) UPG Kantor Wilayah yang berkedudukan di Kantor Wilayah; dan

3) UPG Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis.

. UPG Kementerian, UPG Unit Utama dan UPG Kantor Wilayah paling sedikit memiliki

personel yang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Eselon III/setara Eselon III sebagai Ketua UPG; dan

2) 1 (satu) orang pejabat Eselon IV/setara Eselon IV dan minimal 2 (dua) orang
pelaksana sebagai anggota.

UPG Unit Pelaksana Teknis paling sedikit memiliki personel yang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Eselon IV /setara Eselon IV, pejabat Eselon V/setara Eselon
V sebagai Ketua UPG; dan

2) minimal 2 (dua) orang pelaksana sebagai anggota.

UPG ditetapkan melalui surat keputusan sebagaimana format pada lampiran I, sebagai

berikut:

1) pembentukan UPG Kementerian ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal;

2) pembentukan UPG Unit Utama ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit
Eselon I;

3) pembentukan UPG Kantor Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor
Wilayah;

4) pembentukan UPG Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Unit Pelaksana Teknis.

2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi

UPG Kementerian berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Kementerian.

UPG Satuan Kerja berfungsi sebagai unit yang dibentuk/ditunjuk oleh Kepala Satuan
Kerja untuk membantu UPG Kementerian melaksanakan tugas Pengendalian

Gratifikasi di masing-masing Satuan Kerja.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi

Tugas dan tanggung jawab UPG Kementerian sebagai berikut:




S)

6)

7)

8)

9)
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menyusun rencana aksi atas hasil evaluasi pelaksanaan kerja UPG Satuan Kerja
paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

menerima, memverifikasi, dan mengadministrasikan laporan penerimaan
Gratifikasi dari Pegawai, Penyelenggara Negara kepada KPK;

melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai
dengan adanya penetapan status barang tersebut;

menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi dalam hal
Pegawai, Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;

melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara
periodik kepada KPK;

menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi
dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-
masing;

melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan
Pengendalian Gratifikasi;

melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan
status barang tersebut; dan

melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.

. Tugas dan tanggung jawab UPG Satuan Kerja sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pengendalian Gratifikasi sebagaimana
pada lampiran III;

memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada Satuan Kerja masing-
masing;

menerima, memverifikasi, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan
Gratifikasi ke UPG Kementerian;

melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai
dengan adanya penetapan status barang tersebut;

menyimpan objek Gratifikasi yang dititipkan Pelapor kepada UPG Satuan Kerja
sampai dengan adanya penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK;
memberikan informasi dan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pelapor Gratifikasi
dan perkembangan penanganan laporan Gratifikasi;

melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan
Pengendalian Gratifikasi;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Kementerian dalam
pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi jika diperlukan;

menyusun tugas utama untuk mengidentifikasi titik rawan praktik Gratifikasi;

10) melakukan pemantauan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;

11) melakukan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi; dan

12) menyusun laporan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

. Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab UPG Unit Utama juga menjalankan
fungsi pembinaan kepada UPG Kantor Wilayah dan UPG Unit Pelaksana Teknis.
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d. Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab UPG Kantor Wilayah menjalankan
fungsi pembinaan kepada UPG Unit Pelaksana Teknis.

e. Fungsi pembinaan mencakup pembinaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPG dan
peningkatan kompetensi personel UPG antara lain melalui program coaching, mentoring,
knowledge sharing, dan/atau metode pembelajaran lainnya yang diperoleh di tempat

kerja (learning from experience).
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BAB IV
PELAPORAN GRATIFIKASI

1. Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan Gratifikasi
kepada:
a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi
diterima; atau
b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi
diterima.
2. Penyampaian laporan penolakan atau penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud
disampaikan:
a. melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi; atau
b. secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan menggunakan formulir laporan
yang ditetapkan oleh KPK.
3. Laporan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPK paling sedikit memuat
informasi:
a. identitas Penerima Gratifikasi berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat

lengkap, dan nomor telepon;

o

. informasi pemberi Gratifikasi,

. jabatan penerima Gratifikasi;

. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;

. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
nilai Gratifikasi yang diterima;

. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan

5 om0 Q0

. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
4. Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam
angka 3, dalam hal laporannya:

a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau

b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

5. Terhadap objek Gratifikasi yang dilaporkan oleh Pelapor Gratifikasi dilakukan sesuai
ketentuan berikut:

a. pelapor tidak wajib menyertakan objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman
yang mudah rusak dalam laporan;

b. objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat langsung disalurkan untuk kemanfaatan sosial;

c. untuk objek Gratifikasi selain huruf a dan b diatas wajib disimpan oleh Pelapor
Gratifikasi atau UPG Satuan Kerja sampai dengan penetapan status objek Gratifikasi
oleh KPK; dan

d. pelaksanaan ketentuan huruf b wajib dilengkapi dengan bukti penyerahan objek

Gratifikasi dan wajib disertakan dalam laporan Gratifikasi.
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e. dalam hal objek Gratifikasi yang diterima tanpa informasi atau keterangan lain yang
lengkap tetap dilaporkan kepada UPG Satuan Kerja atau UPG Kementerian untuk
selanjutnya disampaikan kepada KPK.

f. terhadap objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud huruf e dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun sejak diterima KPK maka diserahkan kepada negara untuk
kemanfaatan publik.

. Dalam hal Pelapor Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi melalui UPG Satuan

Kerja, UPG Satuan Kerja memproses laporan Gratifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a. menyerahkan tanda terima laporan Gratifikasi kepada Pelapor Gratifikasi;

b. UPG Satuan Kerja menyampaikan laporan Gratifikasi kepada UPG Kementerian paling
lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima;

. Dalam hal laporan Gratifikasi dikirimkan oleh UPG Satuan Kerja, UPG Kementerian wajib

meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima dari Satuan Kerja.

. Laporan Gratifikasi sebagaimana format pada lampiran II pedoman ini dapat diakses

melalui https://gol.kpk.go.id/.

. Pelapor Gratifikasi wajib menyimpan objek Gratifikasi yang dilaporkan sampai dengan

penetapan status objek Gratifikasi oleh KPK.
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BAB V
PENANGANAN LAPORAN, PENETAPAN STATUS, DAN PENYERAHAN OBJEK GRATIFIKASI

1. UPG Kementerian dan UPG Satuan Kerja menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK
untuk dilakukan penanganan laporan Gratifikasi,

2. Penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan
tahapan:

a. verifikasi kelengkapan laporan Gratifikasi;

b. analisis laporan Gratifikasi; dan

c. penetapan status laporan gratifikasi.

3. UPG Kementerian dan UPG Satuan Kerja menerima penetapan status kepemilikan
Gratifikasi setelah dilakukan verifikasi dan analisis laporan Gratifikasi oleh KPK;

4. Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa:
a. Gratifikasi milik penerima Gratifikasi; atau
b. Gratifikasi milik negara.

5. Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik penerima, berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. objek Gratifikasi yang berada dalam penguasaan Pelapor Gratifikasi menjadi milik
Pelapor Gratifikasi terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan; dan

b. objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan Gratifikasi, dikembalikan kepada
Pelapor Gratifikasi.

6. Pengembalian objek Gratifikasi dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh pelapor
atau melalui UPG.

7. Dalam hal objek Gratifikasi tidak diaxﬂbil oleh Pelapor atau UPG dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi milik Penerima Gratifikasi, objek
Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan
kepada Pelapor atau UPG secara patut.

8. Penetapan status kepemilikan Gratifikasi menjadi milik negara dapat ditetapkan
terhadap:

a. laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
Gratifikasi diterima Pelapor, dengan mencantumkan informasi bahwa penyampaian
laporan Gratifikasi ke Komisi dilakukan lewat dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal Gratifikasi diterima Pelapor; atau

b. laporan Gratifikasi yang diketahui telah menjadi temuan pengawas internal, dengan
mencantumkan informasi bahwa penyampaian laporan Gratifikasi ke Komisi
dilakukan setelah menjadi temuan pengawas internal.

9. Dalam hal Gratifikasi ditetapkan menjadi milik negara, Pelapor Gratifikasi wajib
menyerahkan objek Gratifikasi yang masih dalam penguasaannya kepada KPK paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.

10. Penyerahan objek Gratifikasi dilakukan sebagai berikut:




11.

12.
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a. apabila Gratifikasi dalam bentuk uang, Pelapor Gratifikasi menyetorkan ke rekening
yang ditentukan oleh KPK dan kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada
KPK; dan/atau

b. apabila Gratifikasi dalam bentuk selain uang, Pelapor Gratifikasi menyerahkan kepada
KPK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPK.

Salinan bukti penyetoran/penyerahan objek Gratifikasi diserahkan kepada UPG apabila

laporan disampaikan melalui UPG.

Dalam hal Pelapor Gratifikasi tidak menyerahkan objek Gratifikasi yang telah ditetapkan

sebagai milik negara, objek Gratifikasi ditetapkan sebagai piutang negara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
KOMPENSASI

. Pelapor Gratifikasi dapat menyampaikan permohonan kompensasi untuk memperoleh

kepemilikan atas objek Gratifikasi yang telah dilaporkan kepada KPK.

. Permohonan kompensasi dapat dilakukan dengan syarat:

a. objek Gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas;
b. pelapor Gratifikasi kooperatif dan beritikad baik; dan
c. pelapor Gratifikasi bersedia mengganti objek Gratifikasi dengan sejumlah uang yang

senilai dengan barang yang dikompensasikan.

. Nilai kompensasi dari objek Gratifikasi sesuai dengan taksiran yang ditetapkan KPK.

. Pelapor Gratifikasi berhak atas kepemilikan objek Gratifikasi yang telah dilaporkan dalam

hal:

a. permohonan kompensasi disetujui oleh pimpinan KPK; dan

b. pelapor Gratifikasi telah membayar kompensasi, sesuai yang ditetapkan dalam
keputusan pimpinan KPK.
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BAB VII
PELAKSANAAN RENCANA KERJA PENGENDALIAN GRATIFIKASI

. UPG Satuan Kerja menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pengendalian Gratifikasi

pada satuan kerjanya masing-masing sebagaimana pada lampiran III.

. Hasil pelaksanaan rencana kerja disampaikan kepada UPG satu tingkat di atasnya dan

UPG Kementerian melalui laporan tengah tahunan dan laporan tahunan dengan format

sebagaimana pada lampiran IV.

. UPG Kementerian melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan rencana kerja kepada

Inspektur Jenderal.

. Dalam hal penyampaian jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian hasil

pelaksanaan rencana kerja dilakukan paling lambat pada hari kerja pertama setelah
tanggal yang ditetapkan,

. UPG Satuan Kerja harus menyusun dan melakukan pemantauan atas identifikasi titik

rawan praktik Gratifikasi yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyusunan identifikasi titik rawan praktik Gratifikasi dilaksanakan paling lambat
pada hari kerja terakhir bulan Februari tahun berjalan dan dapat dimutakhirkan
sepanjang tahun dalam hal terdapat potensi terjadinya Gratifikasi yang baru
teridentifikasi dan berpotensi akan berdampak signifikan; dan

b. pemantauan identifikasi titik rawan praktik Gratifikasi dilaksanakan paling lambat
pada hari kerja terakhir bulan Agustus tahun berjalan.
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BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Pemantauan
a. Pemantauan atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dilakukan untuk:
1) memastikan kesesuaian pelaksanaan rencana kerja Pengendalian Gratifikasi; dan
2) memastikan kesesuaian pelaksanaan proses pelaporan Gratifikasi.
b. Pemantauan dilaksanakan oleh:
1) UPG Kementerian atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada UPG Unit Utama;
dan
2) UPG Unit Utama dan UPG Kantor Wilayah atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
pada instansi vertikal di bawahnya.
c. Pemantauan atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dilaksanakan:
1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan periode
pelaporan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi; atau
2) lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam hal diperlukan atau sesuai arahan

pimpinan.

2. Evaluasi
a. Evaluasi atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dilakukan untuk:
1) melihat kendala yang dihadapi UPG Satuan Kerja dalam pelaksanaan Pengendalian
Gratifikasi;
2) melihat kualitas dan efektifitas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
3) memperoleh gambaran tentang proses bisnis, pemberian layanan dan/atau jabatan
yang rentan Gratifikasi; dan
4) memperoleh gambaran tentang pihak yang sering memberikan Gratifikasi dan objek
Gratifikasi yang diberikan.
b. Evaluasi dilaksanakan oleh:
1) UPG Kementerian atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2) UPG Unit Utama dan UPG Kantor Wilayah atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
pada satuan kerjanya masing masing dan instansi vertikal di bawahnya.
c. Evaluasi atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
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BAB IX
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Laporan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi terdiri atas:

a.

b.

a.

laporan tengah tahunan dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan; dan
laporan tahunan dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember tahun berjalan.

. Penyusunan laporan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dilaksanakan oleh:

UPG Kementerian menyusun laporan lingkup Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan, yang disampaikan kepada Menteri;

. UPG Unit Utama menyusun laporan lingkup Satuan Kerja, dalam hal Unit Utama yang

membawahi Kantor Wilayah disertakan juga laporan kompilasi Kantor Wilayah kepada
Menteri dan UPG Kementerian;

UPG Kantor Wilayah menyusun laporan lingkup Satuan Kerja dan kompilasi Satuan
Kerja dibawahnya yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan UPG Unit

Utama; dan

. UPG Unit Pelaksana Teknis menyusun laporan lingkup Satuan Kerja, yang disampaikan

kepada Kepala Satuan Kerja, UPG Kantor Wilayah, dan UPG Unit Utama.




1.
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BAB X
HAK, PERLINDUNGAN, DAN SANKSI

Hak

Pelapor Gratifikasi yang beritikad baik berhak untuk:

a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan

c. memperoleh perlindungan.

. Perlindungan

a. Perlindungan dapat berupa:
1) kerahasiaan identitas Pelapor Gratifikasi dalam hal diperlukan;
2) perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan
laporan Gratifikasi; dan
3) perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif secara personal atau profesional.

b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan permohonan Pelapor
Gratifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, UPG dapat

berkoordinasi dengan instansi terkait.

. Sanksi

Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, yang
tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi tersebut, dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB XI
PENUTUP

Pada saat Pedoman Menteri ini mulai berlaku, maka Pedoman Menteri Imigrasi dan
Pemasyarakatan Nomor: MIP-PW.02.04-1 Tahun 2025 tentang Pengendalian Gratifikasi di
lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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LAMPIRAN I

Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : MIP.OT.02.01-26 TAHUN 2026
Tanggal: 25 Juni 2026

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

......................................................................................................................

Menimbang P B DAIYWEL: soasci s oo snsssums s sss shannss 56s e 10500694 5i0d 5ot b8 swn gt e e 05 sk sry ' ;
D, DaNWAL it
Mengingat O PSP P O PPT P TPPPPPPPTPP
2. areerunenresonans ynesnrneere sy TS AP EOT SHE R SHE SR HuS SHE S S 09T 4 PSS KSR T $D AN SS S SRS S

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI

DAN PEMASYARAKATAN TENTANG ..ottt e eeeeeeanen
Kesatu S
Kedua S
Ketiga P PP PP PPPPUPPPPPPPR
Ditetapkan di..........................
Padatanggal .........................

NAMA JABATAN,

(Tanda tangan dan cap)

NAMA LENGKAP
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LAMPIRAN II

Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : MIP.OT.02.01-26 TAHUN 2026
Tanggal: 25 Juni 2026

SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No

Nama

Kedudukan dalam
Tim

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Ul P WIN|—

Anggota

NAMA JABATAN,
(Tanda tangan dan cap)

NAMA LENGKAP
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LAMPIRAN III

Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : MIP.OT.02.01-26 TAHUN 2026
Tanggal: 25 Juni 2026

LAPORAN GRATIFIKASI

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK
Formulir ini berdasarkan SK Pimpinan KPK Nomor 1461 Tahun 2020

Komisi Pemb Korupsi
PENGERTIAN GRATIFIKASI
« Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001: "Setiap gmlﬁkm kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan ber dengan k sjiban atau tugasny
« Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 20 Tahun 2001: Gratifikasi ad:lah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga tiket perj; fasilitas pengi wisata, cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun
di luar neger: dan yang dilakukan dmgan menggunakan sarana elehromk atau tanpa sarana elektronik:

TATA CARA PELAPORAN

« Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002: “Setiap pegawai neger atau penyelenggara negara yang g wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi®;
« Pelapor wajib memenuhi ketentuan KPK, baik yang dicantumkan dalam peraturan, pedoman, prosedur, surat edaran atau tata cara pelaporan dari KPK;

» Pelapor wajib membenlun data dan informasi terkait laporan gratifikasi secara benar dan lengkap;

# Laporan ifi p oleh pe i i paling lambat 30 (tica pulub) har! kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan dilaporkan dengan
p pend d rerkant penerimaan gratifikasi (Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002);

+ Laporan erﬁkasl yang telah Ieml 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung seja< tanggal Gratifikasi tersebut diterima pelapor, tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar,

dang . atau p tindak pidana oleh aparat penegak hukum, diketahu telah menjadi temuan pengawas internal di instansi

asal penenma Gratifikasi; dwmu patut diduga terkait undak pidana lainnya, maka laporan Gratifikasi tersebut dapat tidak di i melalyi P apan Status Gratifikasi;

» KPK dapat meminta kepada Pelapor G untuk uwang sebagai i atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara sebesar sebesar

nilai yang tercantum pada Surat Keputusan Pimpinan KPK;

« Pelapor Gratifikasi wajib menindaklanjuti Surat Ketetapan Kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
sejak ditetapkan.

Laporan Gratifikasi dapat disampaikan ke KPK melalui: Harap sertakan laporan gratifikasi anda dengan dokumen pendukung yang
« Online : {sesuai tautan resmi pelaporan daring gratifikasi relevan sesuai peristiwa penerimaan gratifikasi, antara lain:
KPK) {scan QR Code); + Foto/Scan Objek jays selurvh gratif
« Email - isi dan kirim formulir melalui email * Surat Tug fan Xag 4 gend
pelap g pk.go.id; » Bukti Perj. Tiket/ ding Pass/¥ spor/Visa
« Surat : Direktorat Gratifikasi, « Bukti Penyerahan/Tanda Terima: Uang NarlanMonuavlumldan lainnya
Komisi Pemberantasan Korupsi, Khusus Laporan Gratifikasi terkait peristiwa pernikahan/upacara adat/
Gedung Merah Putih, agama lainnya:
JI. Kuningan Persada Kav.4, RT.1/RW.6, . i i b > Rp1.000.000,00 dari Non Keluarga
Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12950 + Foto Kado > Rp1.000.000,00 dari Non Keluarga Penerima Gratifikasi

* Foto/Scan Undangan/Buku Tamu

Wajib diisi (Plih salah satu)

Kerahasiaan Laporan . Pribadi & Rahasia (pelapor dirahasiakan dar UPG) Tembuskan ke UPG

Jenis Laporan :  Laporan Penerimaan Laporan Penolakan

— B TLI LT

1. Nama Lengkap

2. Nomor Induk Kependudukan

3. Tempat Lahir

4. Tanggal Lahir
5. Nama Instansi dan Unit Kerja
6. Jabatan/Pangkat/Golongan

7. Alamat Email Penerima 3
(catatan: Seluruh softcopy pesan/informasi/dokumen e e
terkait proses penanganan laporan gratifikasi akan
disampatkan ke email ini)

8. Alamat Lengkap Penerima (sesuai KTP)

Kecamatan: Kabupaten/Kota: Provinsi

9. Nomor HP

10. Nama dan Nomor HP Pihak yang Dapat Dihubungi
(Guna Mempermudah Proses Penanganan Laporan) R ——




-2 -

KPK URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

Lembar ini bisa diperbanyak sesual kebutuhan

Komis: Pemberantasan Korups:

1. Nama Lengkap Pemberi

2. Instansi Pemberi
3. Alamat Lengkap Pemberi
4

Hubungan Pemberi-Penerima Gratifikasi * :  Merupakan pemberian dalam keluarga
__ Penyediz Barang & Jasa/Penerima Layanan/terkait Pengawasan/Pemeriksaan
_ Antara sesama Pegawai di lingkungan internal instansi
dentitas Pemberi tidak diketahui

o

Lainnya, 1

5. Alasan Pemberian

1. Peristiwa terkait Gratifikasi * ;| Pemberian dalam rangka pisah sambut/pensiun/mutasi jabatan/ulang tahun
~ Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi)
Pemberian tidak terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi)
Pemberian terkait dengan pernikahan/upacara adat/agama lainnya atau terkait musibah/bencana.
(Kewajiban pelaporan terkait peristiwa mni jika terdapat objek penerimaan gratifikasi bernilai lebih

dan Rp1.000. ODO 00 setiap pemberian per orang)
ga faat dari Koperasi/Hadiah Undian atau Langsung

Lainnya,

2. Lokasi Objek Gratifikasi * . | Disimpan Pelapor

_ Dititipkan di UPG

_ Dititipkan di KPK (hanyo dapat diisi oleh Petugos KPK)
Lainnya, sebutkan

3. Jenis/Objek Gratifikasi * 3 Hidangan/Oleh-oleh/Makanan/Minuman kemasan dengan masa berlaku
Karangan Bunga/Cindera mata/Plakat/Barang dengan logo instansi Pemberi
_ Barang lainnya, sebutkan. .. s -

___ Tiket per alanan/Fasilitas penginapaanas;lnas lamnya sebutkan
_ Uang/Alet tukar lainnya, sebutkan

4. Uraian Jenis/Objek Gratifikasi
{deskripsi detail objek gratifikasi jenis, bentuk,
merek, tahun pembuatan, warna, dif)

5. Nilai Nominal/Taksiran
(harga pasar/perkiraan sendin)

1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi

2. Tanggal Lapor UPG (jika lapor melalui UPG)

3. Tempat Penerimaan Gratifikasi

4. Uraian tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa)

Pelapor gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya
sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah Ya Tidak
mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor.

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut

atau status kepemilikan gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya Iaporhn atau saya laporkan kepada KPK

secara ﬂdak bemv mnkn saya bersedia pertanggungj secara hukum sesuai gan p per g gan yang berlaku dan
ikan k gan lebih lanjut.

20.....

Pelapor,




uep (reuraysspo
e ‘ueuele| eund3uad | uereses) BIpawW IMePW
4spIq Y MrePw uereqekuad ‘o deq ueyn(nyp uesIeqasp uojuoy | uesad uereqakuad 0S
‘wrenequ “eAuuereqakuad
* ‘uejeeIRASBUWIO] 1s1sod /3nn /1se30]
jeins/uereps  jems  uereqaAudd-q | yep 1seaSuy UBLIO U] UBISEJUdWN{OpUS (reuzoysyyg uep
tovns /4oA)f/snpueds | weSunx8ury p  efoy  jesSuersd | uep (reuzojur reumjup)  ISesgneIn
/193sod [souunqg ueduesewsd ‘e | ‘leme3od elroyy uedueni  ‘Iojuey | UeIeses) BIPIUW IN[E[OU uerepuagdusd
reAuerejue 1p yojuod ederoqag | ueduns3ur eped uexreqasip uojuoy | uesad uereqalusd 0S uesad uereqaAuad 1
uesepafusg Sunng ereq (060T) e1poN UejejURWR] 1Sejuawa[du]
C/UauWInNIop/pPros jdxqf j0s sdjly
ISUQISJOI ury "o
‘ueurdurd
ya[o ruegduelepue)p Fuelk
Ddn 1s8uny uswnyo Uep ueIN}Y
yed3dunduow uep DIuoW ISUuesul ‘DdM 1s3uny
enqede ueyLLQIP [BWISYRW TE[IN 'q uespinfunuowr  Suek
"USUI} IO eAuure| uswnyop
ynjuaq redeqoas ueurdund neje 3S/uedejpousd-q
uslumepus)  UeSusp fepwsp ‘Tsuejsu] uBSunygury I1p ISeNYHeID ISEAYRELH 1sexyneIn
Suel 610z unUeL T ON JdM | uerqepusSusg Jrexto) eAUUTE] USWINOP uerepussuag uerepuaduag
ueInjernd Ue3uop UBNIENSISK] B | NBJe  URWOPLJ/uexeliqay] /ueinjers | reusdusw ueinyy ‘e 001 jexduerad 1
ueseppluad sunsng ereq (%S) TSes[gneln Mepusdusd yexsueldd
uedeySua[ae)y] uawinyoq ueSueraloy [ (%) 30909 | uauodwoy [ on

ISVIIJILVAD NVITVANIONId WVIDOUd ISVINIWNIATINI

ISVATVAE NVA DNIRIOLINOIW NVINOddd

9z0g unp gg :ressue]

920C NIHV.L 92-10°C0"LO'dIN -

JouwIoN

uejeyeIeASBWS UEP ISLIFIW] LI9JUSj\ UBRWOpPaq

Al NVIIdINVT

R




oirwew duek el1ax jrun/isxyes/qdo
1p (1010U0Y ‘nreq remeddd ‘90.4nosino)
remedoq ueyelIesInNyduour
dereyrp ndn ‘eyzosad
sSeAueq Urqo] nexduelfuowr ymyun

“eyresad O] [ewrrur Ue3uap ISEYeIn
uerepuadus Hunupal-a  jequnIag

Te[ru yedepuowx
ynjun ISEneIn
bunuuval-a2 nnyduow
yeurad wmpaq Suek
remedod Suoropuspy

ot

Zeq Isexynesn
uewreyewod
uejeygura ,
burwioa)-5g

!

uesealusg Sunmyng eyeq

(%0¢) 1sexgne

ID) UeIepuagdus ] ISeurwasi(] [seyuswadu]

8 J° o

Jyewl/prog ydsy o

Eounox UEp LIOJeW ISUIIJOI JUIT

(0}

‘uojoapin uegueleuad

‘orpel moysyo} /3svopod
‘ueuede] A} eped oopa ueSueleuad [

Sqnd ueueke] apzsqam

‘qeroep yejuuowad a71sqgam ‘reisos
eIpoW IMePW Uajuoy uereqaiuad ‘1

‘[euoIseu /[es{0] BIPIW IP ISesynern
uerepuadusd elAedn ueejLroqurad 'y
{reurajur A} uedueleuad 3

‘remedad J1pwa 1SDOPVo.q
uesad uereqakuad °J

‘remedo reurojur
wsexyide  dn  dod ue3uesewsad ‘9

{(roInduroy uexyeyeInsBuaw

jees eund3duad uendure)) royndwos]
eped usapsusasos ueduesewad 'p [ uep eyesn nxerd

mepw

‘yeseredsew
‘ueuesal/elioy

“eAuuereqaiuad
1stsod /3N /1seso]
ueIsejudwn3ijopus

uedeySus[ay] uswinyoq

ueSueia}ay]

(%) 30q09

uauodwoy]

- $C -

920z unp Gz :[esdue],
920C NNHV.L 9¢-10°C0"LO'dIN : I0WON
uejeyereAsewod UBp ISeISI] LI9JUSJ\ Uewopad

AI NVIIdINVT




T P

{ 0

¢ q

‘ISesIf SETL pr (dxy'j08 e

1U9)UOY UBP LIDJBW ISUISJOI UIT
‘ndn uerad

uep 1sexyneid ueiodead eIed BIR], "9
‘Bursewr
-Bursewr  1suejsu]  ueduny3ur]

Ip Isexynern uerepuddusd ueiny ‘p
{Isuejsu]

uegunsdur] p Isjues uep (1z0Og
unye], 0¢g ‘of 6661 unyel 1¢ ON
NN 9z1 Tesed) seyynern Isyueg o

isueisul eAedn  ‘veurdund uepepd)
[eUIS)SHO ISBSIBISOS LIOJBW JOJU0))

sexyneln) uelodey
jeejuewr  ‘(eueprd 1syues undnew
Isuejsu] weSunydur] Ip) Isexynern
sues ‘lode] ered eje) ‘ISeynRIN
ueiodered  ‘isexygnein  uereuaduad
‘sexyneIn uerepussuad urerep
isuejsul  ededn ‘uveurdund uepej)
Jeulaju] ISBSIBISOS LIdJBW [OJUuo)

Tp ‘uereded 11ajew ‘030 ISBIUSWINOP
‘uejerdoy ueiode; ‘ejiesad  Iejep
‘ueduepun jeins uUejRI3SY I¥Nng

‘NAS ueeoreduad

‘ese[ uep Suereq ueepeduadynqnd JexereAsew
WA Hep WERERID ‘G :m:.mbﬂvw a ’ deMWoa hqmcﬁavww\mﬂmwz
‘(esreredsew eped URISESIRISOSID | pluerejue 1p ‘sdnioy wejuor/idSun | myepd  ‘efioy  enmw)
yedep sqnd ueuele] | oxisu DITwow Suek el10y | Teusdsye yeyrd epeday
mpasoxd/JOs uedreqiad :yojuod) jiun/esre 1p uene[ip uesdereylq | Iseurwosi(] /ISESIBISOS 0¢
‘1sdnaiox OISLI ueunInuour ‘uaypads aj0uhay [10qUUNSBIRU
uep 1sdosiod preqiodwow | pefusw ue3duop Isuejsu] weSunsBur] (ewIs1syE wep
mun  sesgneln uelepudluod | uenynqip) ueurdund usunrwoy ‘q Ip  (reme8sg ynunjos) reuwrajul 1IsexqyneIn
efed( :3uejus) yenwow eAudueiny "aunffo /auruo ueyerdas] ynjuaq reusojur speyrd epedoy uerepuaduad
-Bueinsjes ISESI[BISOS LIoJe]\ ‘B | WR[Ep  ISBS[BISOS  UBBUESYR[dJ B | ISBUIWIISI(]/ISESIeISOS oe ISBUTUIASI(] / ISBSI[RISOS 4
ISexreIr [e¥MIeljeq 0D " [INAUT]
bunua)-a uerejepuad sur]
08 AN sUutuIeaMau
bunwuwa)-2 ISBULIOJUT sury
‘DJN Y370 JIN2[0 BILIIS bUNLIDI] 'gg0g unye) eped rur (JeredoN ered3usjoduad
-2 uerejepuad IN[eEW UBIUSI/ONISLI uouodwoy 1p euindwas neje 13N remedoq
uedeySuady uswInjoq uefuera}ay] (%) 30qo0g uauoduroy ON

- Qg -

920z unp gg :[esdue],

920C NNHV.L 92-10°¢0"LO'dIN *

JOwOoN

uejeyere sewad uep ISeIdiu] LOJud Uewopad

Al NVIIdINVYT




‘(eSequio] /ueLIojUa WY
uep epuwag snsnysj)
yepual Isexyhjelr) IONS Dffiuoul
Sued yeuer eped eAusnsnypy
(IdS) seyuSou] uere[uad LAING

Iweyewlow  ISUBISUl  UBM[SBWOW
Fynjun uenfnyzoq IsexqyneIn
uemel 0N ISEYRUOPT  uejerdoy

‘Isuejsur
eped [eurdsye  Jopfe]  undnewr
reurjur  10)e]  uesuequmroduwour
Sued  ssauisng 2400 /ueduBUIMOY]
SBJIATINR eped ISEXyneIn

eAurpe(1o) OXISLI TWeYBWIW Neje/uep

‘ueurzuad p
‘ersnuepy eAe(q
Ioqung ueejopaduad o
‘esel neje /uep
Suereq ueepeduad 'q
syqnd ueuelerad e
:10739s

IsexyneIn

isey eped snmiow nequip HJN e | ISeYOeI) UBMel 01 ISeynuopiusy | eped OYISU ISEYYIIULP] 001 UBMBI 301} ISEYYHUSP] 1
ueseppluag Sunyng ereq (%ST) uemey JNI], UeLIIWI
“eAuure] ueSuBUOMIY ‘]
uep
“ipne /ueessLowad 9
‘ueuizuad p
‘ersnuey BAe(
pqung ueeforeduad 'O
‘esel neje /uep
ISexgnelIn Uemel 01 ISeyrnuapr Suereq  ueepeduad-q
ueduequmrodwour ueduap “eAuurey Syqnd ueuederad e
ssauisng 2400 [ewrein  uejersoy uegueuomay wep ‘yipne/ueessyuswod ‘Isexgnerp
wersiBuad wesnEPW odn ‘q ‘ueurzrrod ‘ersnuey ele uerepueduad AduOw
T Toquing ueejopeduad ‘esel neje/uep ueeuesye[od OXISLI ISEeNISey]
wpa Aueh efes Jun welup Suere Fuod ‘iqnd ueuele[od | AQUOJN uep ISEI
q ueepe A1q § W P IsexgnerH uesreseplaq
[ensas JOpRs THES HEP TIGA[ I0pfes  uedgeseploq  Jopfes  1sdo | ypewo], S P Epe Jopps  1sdo  ueSuop
ssauisng 2400 [ewrein  uejersoy ueduap ssaulsng 2400 [eurein uejerdey | Suek Joes eped eurein ssauisng 2400 [eurein
uersiduad uesnyeow jedep Hgn "e| reusduowr  uesepfuod  ueNLIDqUION | Uejer3ey  ueNseRlus 001 uejerdoy uersiduad 1
ueseafuag sunyng ereq (9%01) eurein uejerday|
‘Isexgnern
sedurep uep ‘isexgnein uereuagduod
*/bej/pros-ydxo3 ‘a| ‘1seqyneIn uerepuagduad urerep
uedeySualey] uswInyoq ueSuera}ay (%) 30qog uduodwoy] ON
-9z -

9z0z wun( gz :[edsuey,

920 NNHV.L 92-10°C0"LO'dIN *

JOWON

uejeNBIRASEUId] UBD ISBISI] LI9JUdJ\ UBWOPS]

AI NVIIdINVT




bzozSdnis : e esel uep Suereq ueepeduad 'q weymeyodwow  Suek
1$Z0g Unye] ISBAOUI ISUSIJJRI U] uep 1suejsuj ueduns3ury
‘eisnuew eAep roquns ueejopduad ‘e | 1Ip sexyneIn
‘Funynpusad uownyo(g :3uepiq 1p ueeuesyerad uerepuaduad 1seyyneIn
ueduop Te1I9SIp uereduwreAusd | Werep IsexqyneIrn) ueepuagduad 1seaou] | iIseaour  ueredureAuay 001 uerepuaduad Iseaou] 1
uesepafusg Bundng evreq (9601) 1seaou]
10D 1sexnde mrefpw
AdM 9 uBSTIAIp
‘(efzoy] trey og) ueredwrefuad | Sued elIes  Isuejsur
npfesm  uejedsjeyy  uesneylodwowr | ejodp Sued ueiodep
‘uerel1aq unye) | ueduap uereliaq unye) | pndreu 1sexqyneIn
urerep (eredoN NI uedejouad) 1odey | 1P (IM 93 Suns3ue] uereduresip | ueserouad neje/uep IsexyneIn
qifem 10397ey 1IsEYNRIN UBRWLIdUL | 3ued undnewr 0DJn eoPp Sued | ueewnouad ueroderod uesejouad neje/uep
uesiodeow eriqede [eunsyew TeqN | 3req) 1sexyneln uerlode] semnjidesoy] uesredureAuspy 001 ueewrouad ueroderad 1
ueselalusg Sunynqg eleq (%S 1) 1sEgIeIn ueepusfusd weidold sejuawaidu] IseH
‘eAuure] uegueuoMIy ‘]
uep
“91pne /ueesyLowad 9
‘(ipisuasa) Buepas ‘weurzuzad ‘p
neje 133un oyisueq Jued uemel mmﬁwsﬁmE.mwmv
BOIE UBNEJOWOUW SNIey ISuejsu] ‘q 1qums  ueeopsuad o
e ety | e
paad I3 UepUSl ISEJRerd efedn Sunsinpuad n3nq uesindurepow | SUereq  ueepeSuad-q
Joys pirwow Sued yeuer eped uep suejsur eped epe Suek sexgneIn syqnd weuelerod ‘e
eAusnsnyy| [dS I0¥s usuoduwox uemel NOn  Iseynuopl/ueejowad :1073[9S
uesreqiad eySuer wrefep 1ISESNIN B | [ISeY SEJe OMISU sedniu ueNnePRN | eped oy 1seSniy 001 OYISRY ISESNIN | T
uesepluad Sunsng ereq (%S T) O3ISTY 1SESNIN
*(ip1suasa) Buepas IsteIsur “eAuure] uedueuomay °J
neje 83un oyisueq Sued uemer eped  ueSueuomos/sejanye  eped uep
BOIE UBYEOWW SsnrIey Isuelsu] 'q | Iseyyneln) eAurpelio)] oxisu eduepe “1pne /ueesyrouwad 9
uedeySua[ay] uownyoq ueSuera}ay] (%) 30qo0g usuodwoy] OoN

-7 -

9z0z unp gz :[edsue],

920C NNHV.L 9¢-10°C0"LO'dIN *

JoWwoN

ueleyeIeASBUIO UBp ISBISTW] LIDJUSJN UBWOPad

Al NVIIdINVT




‘uenpeduaod ueines Uep ‘ISeyneIn
‘sejudojur Suejuo)l  ISENSUOY  Uep
uerefefoquiod erpowr sasyy “Ieluern
Bweleld dd3 P Iseuwuojul deqroq
epow ‘sejudoju] sedwoy psvoqysng
$20T unyej, Iseaour yojuo)

‘uedunuadoy
nyduewad ueIRqII)ON
uep sedurep
‘uenfuerroqoy 1393ens
‘Yequre) re[iu/wenreqay
‘IsexgneIn S[nsread
ueMel jHn Isejynuapl

uedeySuaray] uswInyjoq

ueSueraloy

(%) 30q0g

usuodwoy}

- QC -

920g Wunp gg :resdue],
9202 NOHV.L 92-10°C0" LO'dIN : JIOWoN
uejeseIBASBWO UEP ISBIZI] LIDJUSJ\ UBWOPdd

AI NVIIdINVT




unye) Sueluedss 1p uesnenp jedep,

1SeyneIn ueqepuadusd ISBAOU],

IsexyneIn uexejouad neje/uep ueewrouad uerodead

OISR ISESNIN

ISeqYeID Uemel N1 ISe{yriuap]

AQUOUI OXISLI ISENISB[ UBIeseploq
1093798 1sdo ueBudp ssaulsng 2400 [eurejn uejeIday uersiBuad

(reuroysso
uep [BUISNUI) ISENHNRIN) UBEPUI3Ud ISBUTWISIP /ISBSIBISOS

JeredoN ered3usjolusd neje LIo3aN
reme3ad 13eq IseyyneIn) Ueweyeus Uejey3uruad, Sunumal-q

(reuiaysso
uep [eusajul) Isexynerr) uverepuadus uesad uereqalusd

IseyyIeIn) ueepusdus yesduesd

saa

AON

o

dog | sBy

me

unp

Ld

dy

TeN

qaq | uep

Al Ue[MMLLY,

III uenmuy,

II uenauy,

I uemany

ueeuesye[od NINeM

uejerdoy ewreN

VOAE NVALVS VAVd ISVAIMILVAD NVITVANIONId VAT VNVONTA

- 60 -




-30 -

LAMPIRAN V

Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : MIP.OT.02.01-26 TAHUN 2026
Tanggal : 25 Juni 2026

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
( UNIT KERJA )

LAPORAN
TENTANG......ccccevuneeee

. Pendahuluan
1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar

. Kegiatan yang dilaksanakan

Dikeluarkan di .
pada tanggal ..........ccoeeviiiinnienn.

Nama Jabatan,
(Tanda tangan dan Cap)

Nama Lengkap




